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BUPATI CIANJUR,

bahwa urusan pemerintah di bidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan perumahan rakyat
merupakan  salah  satu  kewenangan  wajib
pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya
berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal
bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
perumahan rakyat vang ditetapkan oleh Menten
yang menangani bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;

bahwa urusan wajib pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang vang berpedoman pada
Standar pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sedangkan Standar Pelayanan Minimal
bidang perumahan rakyat ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22 /PERMEN/M /2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Cianjur;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
O1/PRT/M /2014 tentang  Standar Pelavanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan  Pembiayaan — Standar  Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15
Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daecrah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DI
KABUPATEN CIANJUR.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah
Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Cianjur.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretaris Dacrah, Sekretaris DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan
dan Kelurahan,

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnva
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu Pelavanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
WAarga negara secara minimal.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok
ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan menggambarkan besaran sasaran yang
hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar
pelavanan minimal tertentu, berupa masukan,
proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB |l

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

FERUMAHAN RAKYAT
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menvelenggarakan pelayanan

bidang pekerjaan umum dan. penataan ruang
scbagal kebutuhan mendasar dan mutlak yang wajib
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk seluruh
warga vang berada dalam batas daerah secara
minimal.
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Pemerintah Daerah memberikan pelayanan bidang
perumahan rakyat agar masyarakat mampu
menghuni rumah yang lavak huni dan terjangkau
dalam lingkungan vang sehat dan aman vang
didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas
urnum,

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) merupakan target pelayvanan bidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang
meliputi:

a. jenis pelayanan dasar;

b. indikator kinerja;

. nilai SPM: dan

d. batas waktu pencapaian.

Indikator dan target SPM bidang pekerjaan umum,
pcnataan ruang dan perumahan rakyat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran Il
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BARB 11
PENGORGANISASIAN
Pasal 3

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pelayanan bidang pekerjaan umum, penataan ruang
dan perumahan rakvat berdasarkan SPM  vang
dilaksanakan oleh Perangkat  Daerah  dan
masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
berdasarkan SPM  bidang pekerjaan umum,
penataan ruang dan perumahan rayat sebagaimana
dimaksud pada avat (1) secara operasional
dikoordinasikan oleh  Perangkat Daerah yang
membidangl pelayanan pekerjaan umum, penalaan
ruang dan perumahan rakyat.

Penyelenggaraan pelayanan  pekerjaan  umum,
penataan ruang dan perumahan rakyat berdasarkan
SPM dilakukan oleh aparatur Perangkat Daerah
vang sesual dengan kualilikasi dan kompetensi yvang
dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN -
Pasal 4

SPM  yang ditetapkan merupakan acuan dalam
perencanaan program pencapalan target Pemerintah
Daerah.
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SPM  dalam perencanaan program schagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksaakan sesual standar
teknis yang ditetapkan.

Sumber pembiayaan pelaksanaan pencapaian spm
bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
perumahan rakyat dibebankan pada anggaran
pendapatan  dan  belanja  daerah, anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran
pendapatan dan belanja negara/bantuan luar negeri
dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah dan
tidak mengikat.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab
melaksanakan mobilisasi, potensi, kelembagaan dan
investasi bidang pekerjaan umum, penataan ruang
dan perumahan  rakyat melalul  kerja sama
pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

Perangkat Daerah yvang melaksanakan pelayanan
bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
perumahan rakyat menvampaikan laporan tahunan
kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagar bahan Bupati dalam melaksanakan
monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BABE VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal &

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan
pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum,
penataan ruang dan perumahan rakyat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a, perhitungan  kebutuhan pelayanan bidang
pekerjaan umum, penataan ruang, dan
perumahan rakyat;

b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja
pencapaian target SPM;



c. penilaian pengukuran kinerja;

d. penyusunan laporan kinerja dalam
menyelenggarakan pemenuhan spm bidang
pekerjaan umum, penataan ruang, dan
perumahan rakyat.

Bagian Kedua

Pengawasan
Pasal 7
(1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam

penyelenggaraan  pelayanan  pekerjaan  umum,
penataan ruang dan perumahan rakyat yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM.

(2) Bupali menyampaikan laporan pencapaian Kinerja
pelayanan pekerjaan umum, penataan ruang dan
perumahan rakyat kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Marel 2016

BUPATI CIANJUR,
ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
| 7 Maret 2016




LAMPIRAS KEPUTUSAN BLUPATI CIANILR

NOMUOR ; 16 TAHLN 2006

TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDAMNG PEKERIAAN UMUM., PENA
RUANG DAN PERUMAHAN HAKYAT DI KABUPATEN CIANJLUR

C INDIKATOR DAN TARGET 5PM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o Indikator SPM _......F_ﬁmh_m_b ) Targe Farget Nasional Program | Kegiatan Targel Angga
A B £ 20140 2017 2018 2018 2020 2021 Milzu i)
1] [:2) (3 4 (5] G} {7 {21 ] (11} (12 (13)
1 FPersentase tersedianva an ST AT 58,870 6087 62,87 G4 87| 66.87%] 68BN 20149 1009 |Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Haku 0 00 000
bali uniuk memendli
kebuinhan  pokak  minimal ,
_ |seharn hiari
O |Persentase  tersedianva  nir T T TP TO% T T T 2019 T |Program Penpembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, LSty Oy (RO L
migesl untul pertanizan rakvat Rawa, dam Jaringan Pengairan Lainnya
padi sistem irgasi yang sudah
ada sCeSAT dengan
__|kewenangannya
A [Persentase  unghkat leomidis: 15.88%|  36,50%| 38.00% 3g. 500 41.00%] 42,500 4400m) 2019 B0%. | @ Program PengembanganJalan dan Jembatan
jadan Kabupaien/Kota baik dan Kegiitan ;
sedang i, Perencanaan pembangunan jalan 12,4975
2. Pembangunan/Peningkatan Jalan TRA15.930.4
3. Perencanaan pembangunan jembatan 450 068
4, Pembangunan/ peningkatan jembatan 40 227 360U
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangusan 51,9454
jalan dan jembatan
@, Pelaksanaan uji petk terhadap muotu pelaksanaan JH). 1400
prkerdaan konstruks
7. Pembangunan/penmgkatan jalan dan jembatan (DEH 82 648 7508
FProv PR)
2 Pembangunan/peningkatan jalan danjembatan (DAK]  133.008. 25001
[FDy)
i h. Program Rehabililas [ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
kKegiatan
l. Perencanaian rehabilitasi / pemeliharaan jalan 940292
2 Perencanaan rehabilitasi | pemeliharsan jembatan A8V 4T
3. Rehabilitasi [ pemeliharann periodik jalan O 727 235
4. Rehabilitas | pemelibaraan periodik jembatan 20400 D00
5. Monitoriig,  cvaluasi, dan  pelaporan  rehabilitas) 350,000,
/pemeliharan jalan dan jenbitan
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1 wan sistem dan informas: fdata hase jalan

2. Penyvusunan program jalan dan jembatan kabupaten

3. Penvusunan ledger jalan

4. Pepyvusunian daftar harga satuan pekegjaan, apah dan

bahan jalan

20 Pepvisinan program jalan kabapaten

6. Penvusunan program jembatan kabupaten

7. Penvusunan program jembatan perdesaan
B Penvusunan program jalan perdesaan

9. Penyusunan program julkinis kebinamargaan

11 dan

Program peningkatan 5
kebinamalgaan

Prasarani

Repiatan .

1. Pengadaan alat-alat berat

2. Pengadann alat-alat ukur dan hahan labolatorium
Kebinamargaan

3. Rehahilnasi/ Pemeliharaan alat-alat berat

4. Rehatiliasi(pemeliharaan alatalar ulor dan bahan
lahoratonum kKehinamargadan

Program  penanggulangan seq bencana bidang

infrastrukiu

Roematan

Rehabilitas: jalan fjembatan passca bencans
Program pembangunan troloar

Kegiatan

Pembangunan trotoar
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B siukiur perdesaan
Kegidtan
| Perencanaan  pembaigunan jalan dan jembatan a2 345
“_..___”.—._u_“ru.::.:._._
2. Penyusunan pragrem mlan dan jembatan perdesasn H3ETH
1. Hehabilitas flan gembatan clalam ringlki 24758 3093
peninghkatan kinerj: pemerintalh dagrah
4 Perencanaan p natnian jakan perdesaan GO9.070,
5. Perencanaan pembanguian jembatan perdesasn 315270,
(. Tembangunan jalan dan jembatan perdesasn untuk GO, 708 620,
pengembangan wilivah desa
T Penanganan jalan dan jembaan perdegaan (Banprov) 13 8000000
#. Pembangunan jalan dan jembatan perdesann [TIAK) 25,175,200,
A | Persontase terhubungnyva | (I3 16507 100 1O AN 106 Lo, 2019 100,
pusar-pusat kegidtan dan
pusat - produksi di wilayah
_ Kabupaten /lkota . —
5 |Persemase penpenduduk vang 17.65% 20062%] 21.884%) 23,02%| 6,03%| S5.84%] 4.96% 20149 81,77%| 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Alr Minum
mendapatlkan akses air minum dan Adr Lunbah
VAN Aman lsegiartan
1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan SPAM Perdesaan 1.250.000,
dan SPAM [KK
X Pengembangan SPAM KK 17500040,
b, Program Pengembangan Infrastukiur Perdesaan dan Alr
l.imbih
Kegiatan -
1. Pembangunan Sisiem Penvediaan Air Minuwm 10,000 004
(SPAM) Perdesaan
! 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Alr Minum 15,000 0040
T [Persentase penduduk yang 43.93% Lo, 2% 12% 15% 23 30 2019 GB0%  |Program !
terlavant sistem ar limbah Pengembangan kinerga pengelolaan persampahan
yang memadal Kegiatan -
= Pengembangan teknalogi pengolahan persampahan 183500040
7 |Persentase PEeNEUTATTEAN 3w L, L0 (£ 4 LV, EOM 10% 2019 20% Tc“.c.,..,.:. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persam pahan
s pah di perkoraan Kegiatan
1. Peningkatan Operasi dan Pemelibaraan Prasarana Sacana| 300000000,
Persampalhan
2. Penyvediazan Prasarana dan Sarana Pengelolaan| 300,000,000,
Persampaliian
3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 3000000
2,000 001

4. TMenvosunan Kehijakan Manajemen Pengelolnan Sampah




(| Ly (13
1550 g Angkutan M) - —_—— B ==
___._.: AR ™, 0, GOy, 10000, 1010 [T 0% | Program L T nbangan kinea pengclolaan Persampahan
Kegialin
1. Pemngkatan Operast dan Pemeliiaraan TPA S (IO
2. Pengemlbas Teknologt Pengolahan impalian 18,350,000,
3. Penmgkatun Penpelolaan sampah inengdi kompas T (00, 000
4, Peningkatan poeran serta masvarakist dalam pengelolaan 2.500, 000
- peErsampilian
I [ Persent: penduduk ang ¥ 0 th 0 0 {l 0 2014 Al ___:E.u._.:: =
terlavani sistem Jarngan Rehabilitas/ pemcliharasn saluran « 1850 pOlOngE-gorong
) ; Kegiatarn -
drainase skils kota schingga xLY R e P e ey e
chabilitasi/ prnelibaraan saluran f ASC L DOTON - ZaTong 3 660 000,
tidak  enac penangan (lebib .
dari 30 cim, selima 2jam)| Iehih
dari 2 kali setahun
11 [Persentase jumlah [zin| S 1a% [ 20,00% | 20,000, | 20,00% | 20,00% [ 20.004% | 20,00%, O | a. Program T_.ﬂ_:m_ﬂ.:n.:._ promosi dan kerjasama invesiasi
Mendinkan  Bangunan  [(IME) Kegiatan
vang ditertnthan Peningkaian kegiatan pemantauai, pembinsan dan R0, 00,
prlaksanazan penanaman Modal
b Program Penimgkatkan iklim imvestas den realisasi
Kegiatan
1, Sosialisasi Peramuran Perizinan 2500000,
, 2. Penanganan pengaduan dan pengawasan 5010.000.
12 | Persentase berkurangnya| — ©9,3% 2330 | 12:8% T.2% L (R 2019 0% a, Program _,.n.::ﬂE._lu_::m: Infrastrukiur Perdesaan
luasan permukiman kumuh di Kegiatan
kawpsan perkotaan Penataan Lingkungan Permukiman Pencduadulk 1 5. 0000 0040
Perdesaan dan Perkolaan
i Program Lingkungan Schat Perumahan
Kepiatan ¢
1. Pembangunan Sarana MCK A a0 000,
2, Pembangunan Sarana dan Prasargng Sa G.O00.000.
Komunal
. Program Pengemhbangan Perumahan
Kegiatan
, Penunjang Program Perumahan Swadava 0000 8
13 |Persentase tersedianya 7{tujuh) 1% SR 20% 3% L% 30, AN 2019 G0% | a0 Program T.._:._.._..w.m.._.m ilan promosi dan kerjasama investast

lavanan informasi jasa
Konstruksi tingkat
Kalnpaten f Ke Sistem
Ienfir st Pembing Jasa

Konstrukst (SHETAKT

Kegiatan :
Peninglatan kegiatan pemantawan, pembinaan dan
pelaksanman penanaman modal
b Program : Perumgkatkan iklim investasi dan realisasi
Regiatan -
sostalisasi Peraturan Perizinan

AHE AT

bl

2.500.000.0
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Persentase tersedianva lava 'Y 200 30y 3000 3 2019 4110 Penanganan pengaduan dan pengawasin SO0, D0,
[zin Usaha Jdasa Konsir
(LR tlen W
penerbitan paling  lama 10
(sepuluh) hard kerja  scielah
Persantase tersedinnyap  100% Loy 100, oo | 1007 100% LG 20005 L O0%, =
informas) mengenai Fencana wvebaran [nformss: B0

Ruang (RTR] wilavah Penyvusunan Sistem [nformast Tiara Ruang SO0
! ! o lisnsi Raperda [/ P il ' SCHE
Rabupaten /Koa besorta Byl i _ﬁ.___. EESGEHEIS _. il 7 _.. 0

4. Pemeliharaan sistem informasi t@ra ruang B

rencdang. rinclan  mels [RLEE

analog dan peta digital

Persentase 1ersedianya luasan 21% 20% 20%5, 33% 2014 o |Kepatan ¢
RTH publik schesar 20000 1. Kajian potensi RTH TEIEE D0
diarluas wilayah kota/lkawasan 4o kRaordings: Perencanaan Lingkungan Hidup S00:000.1
prrkotaan Program - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Keguatarn
I. Penataan RTH D OO OO
2. Pemehharaan RTH ERERERERIER




g NTMEATOR DAN TARGET SPM BIDANG PERUMAHAN HAKYAT
| i & ARG Targer Nasioni b= — Target Anggara:
Na [ndikator S1PM ﬁ._“:.:..:._ FARGET LaEe! _...___.,_:..,._] Program f Kegiatan FEEE AOERATA
| 2415 201/ 2017 2018 20149 2020 2021 | Tahun Miliai (Ep)
(1) (2] (3 4] 5] (G} i7] i) () (10) iy (12 (13)
3 = — == E =

I [Cakupan ketersediaan BT25M) 03304 0,34% | '0,33% | 0;33% | 0:33% | 0;33% | 2025 100% |a. Program Pengembangan Perumahan

rumah lavak huni

Kegiatan |
Perumahan Swadaya (DAL]

b, Program PSPS - Ferumahan Swadayva
Kegiatan : '
Bantuan stimulan perumahan swiadaya

TR0 G000

A7, 500, 000,00

Ditetapkan d1 Cianjur
padsa tangeal 7 Maret 2016
BUPATT CIANJUR,

1eel,

JETJEP MUCHTAR SOLEH



